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BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Pengertian Pajak
Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda mengenai pajak, tetapi pada dasarnya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Dalam hal ini penulis mengutip pengertian pajak menurut beberapa para ahli, antara lain:
1. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo menyatakan bahwa:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 	        (2006 : 1)

2. Menurut Soeparman Soemahamidjadja yang dikutip oleh Erly Suandy menyatakan bahwa:
“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. 				      	        (2002 : 9)

Dari kedua pengertian tentang pajak tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukan dalam hal yang individual. Dalam pembayaran pajak tidak dapat hanya ditunjukan adanya kontra prestasi oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.1.1.1	Kedudukan Hukum Pajak
Menurur Siti Resmi mengemukakan bahwa : 
“Hukum pajak disebut juga hukum fiskal yaitu keseluruhan dari peraturan-peratutan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan orang dan menyerahkannya lagi kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan kata lain, pajak merupakan salah satu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah.”          (2003 : 2)

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah ( fiscus ) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak, yakni :
1. Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (Objek Pajak), siapa yang dikenakan pajak (Subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (Tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan, hukum ini memuat antara lain :
a. Tata cara penyelenggaraan ( prosedur ) penetapan suatu utang pajak.
b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak Wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

2.1.1.2	Fungsi Pajak
Fungsi Pajak merupakan alat Negara untik menghimpun dana dan sebagai kebijakan Negara. Menurut Siti Resmi pajak memiliki 2 fungsi, yaitu:
1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan. Untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara/ daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah.
2. Fungsi Regulerend (Mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang, sosial dan ekonomi. Fungsi ini merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/ daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda diluar sektor keuangan negara/ daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.                                                                                             (2003: 2)



Berdasarkan kedua fungsi pajak diatas tersebut dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgetair pajak dikaitkan dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara/ daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/ daerah. 

2.1.1.3	Jenis Pajak
Menurut Mardiasmo jenis pajak dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu:
1. Pajak Menurut Golongannya
Menurut golongannya, pajak dikelompokan menjadi 2 yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
a) Pajak Langsung
Yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
b) Pajak Tidak Langsung
Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pajak Menurut Sifatnya
Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.
a) Pajak Subjektif
Yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
Contoh: Pajak Penghasilan.
b) Pajak Objektif 
Yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan 
3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
a) Pajak Pusat
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas    Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
b) Pajak Daerah
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas:
· Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
· Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak restoran, dan Pajak Hiburan. 						         (2006: 5)

2.1.1.4	Ciri-Ciri Pajak
Menurut Siti Resmi ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi  individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.	                                                         (2003: 2)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak merupakan pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang, pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual, pajak dipungut oleh Negara, dan pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.



2.1.1.5	Syarat Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan bending kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.             								                     (2006: 2)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tata syarat pemungutan pajak harus dijalankan berdasarkan berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, yaitu harus adil (syarat keadilan), harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), tidak mengganggu perekonomian (syarat perekonomian), dan harus efisien (syarat finansial).

2.1.1.6	Tata Cara Pemungutan Pajak
	Menurut Mardiasmo tata cara pemungutan pajak ada 3, yaitu:
1. Stelsel Pajak
a) Stelsel nyata (riel Stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan/ kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
b) Stelsel anggapan (fictieve stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya dalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
c) Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan pada awal tahun. Besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Berdasarkan uraian diatas stelsel pajak terdiri dari 3 (tiga) stelsel, yaitu stelsel nyata (riel Stelsel) yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), stelsel anggapan (fictieve stelsel) yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, dan stelsel campuran yaitu merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.




2. Asas Pemungutan Pajak
a) Asas domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinngal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
b) Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tenpat tinggal wajib pajak.
c) Asas kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 
Berdasarkan uraian diatas, asas pemungutan pajak terdiri dari 3 (tiga) yaitu asas domisili (asas tempat tinggal) yaitu negara mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinngal diwilayahnya , asas sumber yaitu negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tenpat tinggal wajib pajak, dan asas kebangsaan yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
3. Sistem Pemungutan Pajak
a) Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
b) Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
c) With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.  						          (2006:6)

Berdasarkan uraian diatas, asas pemungutan pajak terdiri dari 3 yaitu Official Assessment System yaitu memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terhutang, Self Assessment System yaitu memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang, dan With Holding System yaitu memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

2.1.2	Pajak Bumi dan Bangunan
2.1.2.1	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut UU PBB menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenekan terhadap Bumi dan Bangunan.
Adapun yang dimaksud dengan Bumi dan Bangunan itu sendiri adalah :
“Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi permukaan tanah dan permukaan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Indonesia” 
“Bangunan adalah kontruksi yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan”	



2.1.2.2 Dasar Hukum dan Azas Pajak Bumi dan Bangunan
1.	Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan adalah :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pereturan Pemerintah
3. Surat-surat Mentri Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak.
(2002 : 261)


2.	Azas Pajak Bumi dan Bangunan
Azas-azas Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan adalah :
1. Memberi kemudahan dan kesederhanaan
2. Adanya kepastian Hukum
3. Mudah dimengerti dan adil
4. Menghindari pajak berganda	(2002 : 261)


2.1.2.3	Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
1.	Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Lanjutan yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah :
1. Yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. 
2. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak (WP).
3. Apabila terhadap Objek Pajak (OP) belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan menentukan Subjek Pajak (SP) sebagaimana dimaksud diatas sebagai Wajib Pajak (WP).						     (2006 : 73)

Pada dasarnya yang menjadi Subjek Pajak (SP) yang sekaligus Wajib Pajak (WP) atau yang dikenakan kewajiban pajak adalah Orang atau Badan yang mempunyai hak atau memperoleh manfaat dari Objek Pajak (OP). 
2.	Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Mardiasmo, yang menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan Bangunan.

Yang dimaksud dengan Bumi adalah :
1. Permukaan bumi, meliputi :
a. Tanah.
b. Perairan.
c. Pedalaman.
d. Laut dan Wilayah Indonesia.
2. Tubuh Bumi yang ada di permukaan Bumi.
Yang termasuk kedalam pengertian Bangunan adalah :
1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kesatuan dengan komplek : hotel, pabrik dan emplasemennya.
2. Jalan Tol.
3. Kolam Renang.
4. Pagar Mewah.
5. Tempat Olah Raga.
6. Gelanggang Kapal.
7. Taman Mewah.
8. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas bumi dan sebagainya.
9. Fasilitas lain yang memberi manfaat. 			    (2002 : 263)


Selanjutnya menurut  Mardiasmo yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah :
“Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang.” (2002:263)
Selanjutnya menurut  Mardiasmo dalam menentukan klasifikasi bumi dan tanah diperlukan faktor-faktor sebagai berikut :
1. Letak
2. Permukaan
3. Pemanfaatan
4. Kondisi Lingkungan
5. Bahan yang digunakan, dan lain-lain.
Yang tidak termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah :
1. Digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
2. Digunakan untuk perwakilan Diplomatik, Konsulat berdasarkan azas perlakuan timbale balik.
3. Digunakan oleh Badan atau pewakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Mentri Keuangan.
4. Objek Pajak (OP) yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan Pemerintah, pengaturan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.
5. Bangunan yang Nilai Jual Objek Pajaknya dibawah harga Rp. 8.000.000,-.  						   (2002 : 263)

2.1.2.4 Tarif, Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung serta Tata Cara Pembayaran dan Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang bejudul Perpajakan  adalah :
“Tarif pengenaan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan atas Objek Pajak (OP) adalah tariff tunggal yaitu sebesar 0.5%. Dengan ditetapkannya tariff tunggal ini berarti akan menghasilkan jumlah pengenaan ketetapan pajak yang sifatnya profosional.”							   (2006 : 267)


2. Dasar Pengenaan dan Tata Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Waluyo menyatakan bahwa :
“Sebelum menentukan Dasar Pengenaan dan menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhutang, pdipahami terlebih dahulu pengertian Nilai Jual Objek Pajaknya. Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tahun 1994 adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilaman tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan melalui perbandinga harga dengan objek nilai perolehan baru atau NJOP penggati.”							   (2004 : 476)


3.	Tata Cara Pembayaran dan Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak terhutang harus sudah dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), sedangkan pajak terhutang yang disebabkan karena penerbitan SKP, pelunasannya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP. Terhadap pajak terutang yang dilunasi atau masih kurang bayar sampai dengan saat jatuh tempo, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan atas keterlambatan tersebut dihitung mulai tanggal jatuh tempo. Dengan pengenaan denda maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.
Denda administrasi ditambah dengan pokok pajak terutang yang belum atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), yang jangka waktu pelunasannya adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal STP diterima.
Pembayaran dapat dilakukan di Bank Pemerintah atau Kantor Pos yang ditumjuk oleh Mentri Keuangan.

2.1.2.5	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Menurut Undang-undang PBB pasal 9 dan 10 mengenai pelaksanaan pemungutan PBB, yaitu :
“Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus sesuai dengan prosedur dan menetapkan pihak-pihak yang terkait di dalamnya” 

Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 9 dan 10 itu sendiri adalah sebagai berikut :
1. Subjek pajak melaporkan objek PBB dengan mengisi SPOP dengan jelas dan benar.
2. KPP menghitung pajak terhutang PBB yang ada dalam SPOP dan akan memberikan SPPT kepada subjek pajak.
3. Sujek pajak membayar PBB terhutang ke Lembaga/Badan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Sedangkan pihak-pihak yang terkait menurut pasal 9 dan 10 tersebut adalah :
1. DJP/KPP (pemungut pajak).
2. OP dan atau Badan (yang dipungut pajak).
3. Badan/Lembaga tempat membayar pajak (yang sudah ditentukan oleh pemerintah, antara lain Bank dan Pos.

2.1.2.6	Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Keberatan diajukan Wajib Pajak bisa karena jumlah pajak terhutang yang ada dalam SPPT terlalu tinggi atau tidak sesuai menurut perhitungan Wajib Pajak. Adapun tata cara pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah :
a.	Diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia dengan kepala kantor pelayanan PBB yang menerbitkan SPPT/SKP.
b.	Diajukan secara tersendiri atas masing-masing SPPT/SKP per tahun dengan mencantumkan besarnya PBB terutang menurut Wajib Pajak dan alasan keberatan.
c.	Diajukan paling lambat 3 bulan sejak tanggal SPPT/SKP diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kemampuannya.
d.	Melampirkan SPPT/SKP untuk tahun bersangkutan.
e.	Melampirkan bukti pendukung lainnya yang terkait, antara lain :
· Fotocopy identitas Wajib Pajak
· Fotocopy bukti pelunasan PBB 3 tahun terakhir.
· Fotocopy bukti kepemilikan atas tanah dan atau bangunan.
· Surat keterangan Lurah/Kepala Desa.

2.1.2.7	Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Sesuai dengan UU. No. 12 tahun 1385 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 12 tahun 1994 tentang PBB Pasal 19, bahwa Mentri Keuangan dapat memberikan pengurangan PBB yang terhutang, apabila :
1. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya.
2. Dalam hal objek pajak terkene bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
Pada Keputusan DJP No. KEP-10/1999 Pasal 1 mengenai pengurangan PBB dapat diberikan kepada :
1. WP Orang Pribadi atau Badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, diberikan pengurangan setinggi-tingginya 75%. (pasal 5 huruf 1)
2. WP Oranga Pribadi dalam hal objek pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman, diberikan pengurangan sampai 100% (pasal 5 huruf 2)	
3. WP anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Veteran Pembela Kemerdekaan termasuk janda/dudanya, ditetapkan sebesar 75%. (pasal 5 huruf 2)
Berikut ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi  yang berhak mendapatkan pengurangan PBB, yaitu:
1. Veteran Pejuang kemerdekaan dan Veteran Pembela Kemergekaan termasuk janda/dudanya.

2. Pensiunan :
a. Pensiunan PNS, TNI dan POLRI
b. Pensiunan BUMN (Termasuk Bank Indonesia)
c. Pensiunan Pegawai Swasta yang mendapat pensiun dari lembaga dana pensiun.

3.	Non Pensiunan :
a.	Pegawai yang pernah bekerja tetapi tidak mendapat hak pensiun.
b.	Wiraswasta yang tidak dapat lagi menjalankan usahanya (bangkrut) dan telah mencapai usia pensiun (56 tahun).
Dibawah ini adalah tabel persentase pengurangan PBB bagi Wajib Pajak Orang pribadi Pensiunan dan Non Pensiunan :

Tabel 2.1
	Wajib 
	Penggolongan
	Nilai
	Beban 
	Keterangan
	Kondisi 
	Total

	Pajak
	 
	Awal
	Keluarga
	Tambahan
	Tertentu
	 

	 
	1. PNS/TNI/POLRI
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     - Golongan IV dan Perwira Tinggi
	35%
	10%
	5%
	5%
	55%

	 
	     - Golongan III dan Perwira Menengah
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	        Kebawah
	40%
	15%
	10%
	10%
	75%

	Pensiunan
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. BUMN
	30%
	10%
	5%
	5%
	50%

	 
	3. Swasta
	30%
	10%
	5%
	5%
	50%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Non
	1. Pegawai Tanpa Hak Pensiun
	25%
	10%
	5%
	5%
	45%

	Pensiunan
	2. Wiraswasta
	25%
	10%
	5%
	5%
	45%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


persentase pengurangan PBB bagi Wajib Pajak Orang pribadi Pensiunan dan Non Pensiunan


Sesuai Surat Edaran (SE) DJP No. SE-10-PJ/2006 tentang penegasan pengurangan PBB sehubungan dengan terjadinya bencana alam, belum diatur sebagaimana tabel diatas. Adapun tabel persentase pengurangan PBB Wajib Pajak Orang Pribadi akibat bencana alam adalah sebagai berikut :


Tabel 2.2
Persentase Pengurangan PBB Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Akibat Bencana Alam
	Tingkat Kerusakan
	Persentese Pengurangan

	< 25%
	25%

	25% s.d 50%
	50%

	50% sd 75%
	75%

	> 75%
	100%



Selain kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, pengurangan PBB juga diberikan kepada Wajib Pajak Badan. Pengurangan PBB kepada Wajib Pajak Badan dikelompokan menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Wajib Pajak Badan Rugi dan Kesulitan Likuiditas
Perusahaan masih beroperasi tetapi tidak mendapatkan laba dan mengalami kesulitan likuiditas
2.	Wajib Pajak Badan Tutup / Bangkrut
Perusahaan sudah tidak beroperasi, seluruh alat-alat terhenti dan sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja.
Dibawah ini adalah tabel persentase pengurangan PBB Wajib Pajak Badan yang rugi dan/atau kesulitan likuiditas dan tabel persentase pengurangan PBB Wajib Pajak Badan yang tutup / bangkrut.
Tabel 2.3
Persentase Pengurangan PBB Wajib Pajak Badan yang Rugi dan/atau Kesulitan Likuiditas
	Uraian
	 
	 
	Kriteria Rugi dan Likuiditas
	 

	 
	< 30%
	30% - 40%
	40% - 50%
	50% - 60%
	60% - 70%
	>70%

	1. Likuaditas
	5%
	10%
	15%
	20%
	25%
	30%

	2. Rugi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    a. Rugi SPT PPh Badan
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	    b. Rugi Laporan Keuangan
	 
5%
3%
	 
	 
	 
	 
	 

	         - Rugi Terhadap Aktiva Lancar
	
	8%
	11%
5%
3%
	14%
	17%
8%
5%
	20%

	         - Rugi Terhadap Modal
	
	4%
	
	6%
	
	10%

	         - Rugi Terhadap Asset
	2%
	2%
	
	4%
	
	5%

	Total Pengurangan
	25%
	34%
	44%
	54%
	65%
	75%



Tabel 2.4
Persentase Pengurangan PBB Wajib Pajak Badan yang Tutup / Bangkrut
	Kriteria
	 
	                    Lamanya Tutup / Tidak Beroperasi
	 

	 
	< 1 Tahun
	1-2 Tahun
	2-3 Tahun
	3-4 Tahun
	4-5 Tahun
	> 5 Tahun

	WP Badan yang tutup /
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	bangkrut
	25%
	30%
	35%
	40%
	45%
	50%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Dari 2 (dua) data tabel diatas dapat dilihat bahwa pengurangan tertinggi diberikan untuk WP Badan yang mengalami Rugi dan Kesulitan Likuiditas yaitu sebesar 75%, sedangkan untuk WP Badan tutup atau bangkrut hanya diberikan pengurangan PBB tertingginya sebesar 50%, hal itu disebabkan karena perusahaan / badan yang tutup tidak ada beban biaya seperti biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan lain-lain. Wajib Pajak Badan yang tutup / bangkrut juga biasanya assetnya dimiliki oleh pemegang saham / pemilik, sehingga cenderung menjadi asset pribadi.

4. 2.2	Kerangka Pemikiran
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara untuk membiayai anggaran belanja pada suatu negara. Semakin besar suatu negara maka semakin besar pula dana yang dibutuhkan dari sektor pajak untuk membiayai anggaran belanja negara tersebut. Di Indonesia sektor pajak merupakan penyumbang utama bagi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
Pengertian pajak menurut Liberti Pandiangan menyatakan bahwa:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  (2008: 113)

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk kedalam pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Selain untuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), hasil dari pendapatan PBB juga digunakan sebagai bagi hasil pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu digunakan untuk kepentingan daerah dimana PBB itu di pungut, antara lain untuk perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas umum.
Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 adalah :
“Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan.” (2009 : 1)
Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 yang telah diubah adalah :
“Pajak Bumi dan Banguna (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.” (2009 : 1)





 Menurut Undang-Undang PBB yang mennjadi subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Banguna (PBB) adalah :
1.	Yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. 
2.	Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak (WP).
3.	Apabila terhadap Objek Pajak (OP) belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan menentukan Subjek Pajak (SP) sebagaimana dimaksud diatas sebagai Wajib Pajak (WP).   


Sedangkan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah :
“Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan atau bangunan”.
Kantor yang mengurus tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Subjek pajak dapat mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu diawali dengan melapor (mengisi SPOP dengan benar dan jujur), lalu KPP / DJP akan menghitung berapa pajak terhutang dan subjek pajak akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari KPP / DJP yang menandakan bahwa subjek pajak tersebut telah dikenekan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau telah menjadi Wajib Pajak (WP). Sedangkan lembaga tempat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah lembaga-lembaga yang telah di tentukan oleh Negara, diantaranya Bank dan Kantor Pos.
Di Indonesia sendiri belum semua masyarakat yang mempunyai objek pajak PBB terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) PBB, bahkan yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) PBB pun masih banyak yang tidak membayar PBB terhutangnya tidak tepat waktu, salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi yang membelit masyarakat itu.
Dari uraian diatas, Penulis menyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak yang dikenakan kepada Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar PBB kepada Negara melalui lembaga-lembaga yang telah di tentukan oleh Negara yang diawali dengan melapor (mengisi SPOP dengan benar dan jujur), mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari KPP / DJP dan diakhiri dengan membayar pajak terhutang.
Dari   uraian    tersebut,   penulis   membuat   skema   kerangka  pemikiran 
sebagai berikut :
Skema Kerangka Pemikiran
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